PERATURAN DESA ( PERDES )
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR S TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF HONORER DESA

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL



LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO NOMOR
5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna

Tata * Cara  Pengisian, Pengangkatan dan
Pemberhentian Staf Honorer Desa;

. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016
tentang/Pamong Desa, yang menyatakan bahwa
“Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan
mekanisme pengangkatan Staf Honorer Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dah b, maka perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 5
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengisian,
Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer
Desa;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
44);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
KeistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentangDesa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor«<244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor @23 Tahun * 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan" Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang » Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Tahun' 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15
(Berita Negara,Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhatian
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 05);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 42¢ Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Susunan Organisasi 'dan Tata Kerja
Pemerintah Desal (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor S535);

11. Peraturan Desa, Panggungharjo Nomor 9 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Panggungharjo (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 9);

12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 15 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun, Anggaran 2017 (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 201 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN'PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO

Menetapkan

Dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF HONORER DESA.



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Staf
Honorer Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2017 Nomor 07) diubah
sebagai berikut :

. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.

2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati
di wilayah kecamatan;

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuane Republik, Indonesia yang berada di
Kabupaten Bantul;

4. Pemerintahan Desa adalahspenyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang “melaksanakan " fungsi Pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokrtis;

7. Kepala Desa yangiselanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan
pemerintah desa;

8. ( Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur staf
yang membantu Lurah Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi
yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Lurah
Desasdalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk,
pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan,;

9. Sekretariat Desa adalah wunsur staf yang membantu tugas-tugas
kesekretariatan dan rumah tangga Desa;

10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan
Sekretariat Desa;

11. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di
Sekretariat Desa atau pelaksana teknis;

12. Staf Honorer Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif
di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis yang dalam kedudukan
kepegawaiannya bukan merupakan pamong desa yang pengangkatannya



ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang;

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ayat (3) Pasal 2 dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Lurah Desa menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan
Staf Honorer Desa kepada Camat sesuai dengan jumlah dan formasi yang
dibutuhkan dengan tembusan kepada BPD.

(2) Mekanisme Pengisian dan Pengangkatan Calon StafyHonorer Desa diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan pengisian dan pengangkatan Calon Staf
Honorer Desa, Lurah Desa membentuk panitia dengan Keputusan Lurah
Desa.

(2) Panitia berjumlah 3 (tiga) orangterdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap
anggota dan 2, (dua) orang anggota yang unsurnya berasal dari Pamong
Desa.

4. Ketentuanthuruf ‘a ayat (2) Pasal 4 dihapus dan ketentuan huruf c ayat (2)
Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Calon Staf Honorer Desa merupakan penduduk Desa yang telah memenuhi
persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;
b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 36 (tiga
puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
c. sehat jasmani dan rohani;



d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. mempunyai kemampuan kecakapan dalam bidang administrasi,
organisasi, dan bidang teknis lainnya;

b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa;

c. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang
lainnya (narkoba);

d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi berdasarkan
kualifikasi Staf Honorer Desa yang dibutuhkan.

. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 11 diubah dan ketentuan huruf d ayat (1)
Pasal 11 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Staf Honorer Desa dapat diangkat menjadi, Staf Desa apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara
tidak terputus-putus;
b. memenuhi persyaratan sebagai calon Staf Desa;
c. terdapat formasi lowongan Staf Desa;

(2) Pengangkatan Staf Honorer Desa menjadi Staf Desa sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada usia yang paling tinggi dan masa
kerja yang paling lama.

6. Ketentwan Pasal 8 dihapus.
7. Ketentuan BAB VII dihapus.

8. Ketentuan pasal 9 dihapus.



Pasal 1I
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 10 Juli 2017
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

ttd

WAHYUDI AN R

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 10 Juli 2017
CARIK DESA,

ttd

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PAN TAHUN 2017 Nomor 9
NOREG PERAT DESA P NGHARJO KECAMATAN SEWON

KABU BAN /Panggungharjo/2017.




